GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR Po TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mcngingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR S:UMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksailakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 63! Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kcpada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima ;Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun
2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis
Pemberian Tunjangan; Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 18 ayat (6f Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19;45;

Undang-Undang Némor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daersh Tingkat I Slimatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1#59 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran' Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambalhan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4355); |

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarani Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuar’:lgan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2;1019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia%Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Réya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur

. { . . . .
Negara, Pensmnan_i Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2021 (Lemb%ran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 108, Tarnbﬁfahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6682);

Peraturan Menteri ?Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Prodjuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2;015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Klenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 te_’htang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repénblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2010 tentang Pokokpokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2814 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor S5 ’I‘éhun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perjiangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daeralii; Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
Nomor 14} sebagaif'nana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2050 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun ?016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah;Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor
14).



Menetapkan :

14

1.

. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
Nomor 23 Seri E} sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan FReraturan Gubernur Nomor ! Tahun 2013
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2010 tentan;g Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah {Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
Nomor 1);

. Peraturan Gubernyr Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapétan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Dael;ah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Nomor 67), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan
Gubernur Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubermir Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapdtan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Daergh Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Nomor 3);

MEI\}LUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI, RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARF ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan G\éxbernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalalg Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubermur jadalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

|
S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Pewan Perwakilan Ralcrat Daerah Provinsi
Sumatera Selata}l.
f

6. Pegawai Negeri $ipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Aparatyir Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatefa Selatan.

7. Calon Pegawai Nfegen' Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS,
adalah Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

|

8. Pegawai Pemerinitah dengan Perjanjian Kcrja, yang selanjutnya
disingkat PPPK é}dalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

&



4.

9. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi
persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau
penghOImataandari negara dalam bentuk pemberian
Tunjangan sesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang-
undangan.

10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB Il
TEKNIS PEMBERIAN
Pasal 2

Pemerintah Provimsi membenkan Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas 'I‘ahuré 2021 kepada Aparatur Negara dan Penerima
Tunjangan.

Pasal 3

(1) Aparatur Negarg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas: ‘f

a. PNS dan/ataljl CPNS;
b. PPPK.
(2) Aparatur Negaral. tcrmasuk :
1. Gubemur dazél Wakil Gubernur;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Pimpinan Baiian lLayanan Umum/Badan Layanan Umum
Daerah.

(3) Pegawai Non-Pegawai Negcri Sipil yang bertugas pada Instansi
Daerah yang ménerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, sesuai ketenfuan peraturan
perundang—undéngan.

Pasal 4

Tunjangan Hari l?aya dan QGaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pa;sal 2, tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

a. sedang cutidi riar {anggungan negara; atau

2
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam
negeri maupun di luar ncgeri yang gajinya dibayar oleh
instansi tempat penugasan.

Pasal S

(1) Pegawai Non-Pe¢gawai Negeri Sipil sebagaimapa dimaksud
dalam Pasal 3 harus mmemenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negarg Indonesia;

b. pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah
mclaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan
tcrus menen@s paling singkat sclama 1 (satu) tahun scjak
pcngangkataxfn atau penandatangan Perjanjian Kerja;

bé
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c. pendanaan belanja pegawai dibebankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. diangkat oleh pejabat yang mcmiliki kewecnangan dan/atau
telah menan?afangani Pcrjanjian Kerja scsuai dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pcgawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum
melaksanakan t{agas pokok organisasi secara penuh dan terus
menerus paiinggsingkat selama 1 {satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan apabila:

a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat
yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan
perundangudangan dan dalam pcrjanjian kerja dimaksud
telah dinyatékan berhak mcncrima Tunjangan Hari Raya
dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau

b. telah ditetapican mcnerima Tunjangan Hari Raya dan/atau
Gaji Ketiga ;Belas oleh Pejabat Pembina Kepcgawaian
dalam surat' keputusan pengangkatannya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal @

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi :
a. PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas :

1. gaji pokoki.

2. tunjangan keluarga;

3. tunjangan pangan; dan

4. tunjangang jabatan afau tunjangan umum.
sesuai jabatannfa dan/atau pangkatnya;
b. CPNS, terdiri atas :

1. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

2. tunjangan keluarga;

SH tunjangan pangan; dan

4. tunjanganj umum.

Sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangannya ;
dan

¢. Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi, paling banyak sebesar akumulasi dari uang
Representasij Tunjangan Kcluarga dan Tunjangan Jabatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwalelan Rakyat Daerah
Provinsi SeSLilai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yazng mengatur hak keuangan dan administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi;
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(2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Qiberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan
pada bulan April Tahun 2021.

(3) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 2, dibenlsan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
bulan Juni Tahun 2021.

(4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dibayarkan, Tur}jangan Hamn Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Ray;a.

(5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat
dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan
Juni.

(6) Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Non-PNS diberikan
sebanyak 1 {satu) bulan sebagai THR Keagamaan.

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh)
hari kerja sebclll}'ﬂ tanggal Han Raya.

(2 Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
Pl ©

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima
Tunjangan sebesalﬁ tunjangan yang diterima oleh Penerima
Tunjangan sesuai| dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. L
asal 9

Pembayaran Tunjgngan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1} dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 202! Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah {DPA-SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bagi :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur;

Pimpinan dan A%nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
Pimpinan Badalil Layanan Umum Daerah;

PNS dan Calon i’NS yang bekerja pada instansi daerah;
PPPK yang bekerja pada instansi daerah;

O 0 s 0N

Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas
pada instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah
daecrah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umuii Daerah. '



-7

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
‘Pasal 10

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah serta mﬂrﬁpedﬂmani ketentuan peraturan perundang-

undangarn.

BAB IV
KETED_ITUHN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal T  Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal T Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Dto.

DR. H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 10



